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Abstrak : Penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia dalam perspektif
kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah, khususnya terkait peran pendaftaran tanah, faktor
penyebab sengketa, serta mekanisme penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Data penelitian diperoleh
melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-~
undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku dan hasil penelitian terdahulu, serta
bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah
merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah,
tetapi keberadaan sertifikat belum sepenuhnya menghilangkan potensi sengketa apabila terdapat
ketidakakuratan data fisik dan yuridis, kelemahan administrasi, ketidakjelasan riwayat hak, serta
tumpang tindih regulasi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme administratif,
mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa dan litigasi sesuai dengan karakteristik permasalahan.
Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya peningkatan kualitas administrasi dan akurasi data
pertanahan, harmonisasi regulasi, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya
berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak para pihak.
Dengan demikian, pencegahan sengketa perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem
pendaftaran dan pengelolaan pertanahan di Indonesia.
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PENDAHULUAN

Tanah memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya
berfungsi sebagai objek kepemilikan, tetapi juga menjadi dasar bagi aktivitas sosial, ekonomi,
pembangunan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Keterbatasan ketersediaan tanah yang
berhadapan dengan meningkatnya kebutuhan terhadap tanah menyebabkan hubungan hukum
mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berpotensi menimbulkan
sengketa. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika terdapat ketidaksesuaian antara
data pertanahan yang tercatat secara administratif dengan kondisi penguasaan atau pemanfaatan
tanah secara faktual. Mecilita et al, menunjukkan bahwa sistem pendaftaran tanah Indonesia yang
menggunakan sistem publikasi negatif dengan kecenderungan positif belum sepenuhnya mampu
menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah dan keadilan bagi masyarakat (Mecilita et al.,
2020). Sertifikat memang memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang kuat, tetapi kekuatan
tersebut masih dapat dipersoalkan apabila terdapat permasalahan pada data fisik maupun data
yuridis yang mendasarinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertanahan tidak
hanya berkaitan dengan keberadaan dokumen hak atas tanah, tetapi juga menyangkut kualitas
administrasi, keakuratan data dan mekanisme hukum yang digunakan untuk menyelesaikan
perselisihan.

Dalam kerangka hukum Indonesia, pengaturan mengenai pertanahan berlandaskan pada
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, 1945). Prinsip tersebut kemudian
dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA), yang menjadi dasar utama penyelenggaraan hukum agraria nasional (Indonesia,
1960). UUPA menempatkan hak atas tanah dalam kerangka fungsi sosial serta memberikan dasar
bagi negara untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah guna memberikan kepastian hukum
terhadap hak-hak atas tanah. Kepastian hukum tersebut berkaitan dengan kejelasan mengenai
subjek pemegang hak, objek tanah yang dikuasai, serta hubungan hukum yang mendasari
kepemilikan atau penguasaan tanah. Dalam perspektif perlindungan hukum, kepastian mengenai
status hak atas tanah menjadi penting karena ketidakjelasan mengenai status tersebut dapat
meningkatkan kemungkinan terjadinya klaim yang saling bertentangan. Hammar et al,
menyatakan bahwa kompleksitas regulasi mengenai perolehan hak atas tanah masih menjadi salah
satu persoalan yang dapat memunculkan sengketa dan konflik, sehingga harmonisasi regulasi dan
penguatan prosedur hukum diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum serta perlindungan
terhadap para pihak (Hammar, Luturmas, et al., 2026).

Pendaftaran tanah merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki fungsi penting
dalam menciptakan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. Pendaftaran tanah tidak hanya
berkaitan dengan penerbitan sertifikat, tetapi juga mencakup proses pengumpulan, pemeriksaan,
pengukuran, pemetaan, pencatatan dan pemeliharaan data mengenai bidang tanah. Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 memberikan kerangka hukum bagi
penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagai bagian dari sistem administrasi pertanahan nasional
(PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK
PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN DAN PENDAFTARAN TANAH, 2021).
Namun, keberadaan sistem pendaftaran tanah belum sepenuhnya menghilangkan potensi
terjadinya sengketa. Wardani mengatakan bahwa kelemahan dalam pelaksanaan pendaftaran
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tanah secara sporadik dapat menyebabkan munculnya sertifikat ganda dan pada akhirnya
menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pemegang hak yang sebenarnya (Wardani et al.,
2023). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan administrasi, penggunaan data
yang tidak mutakhir, serta kurang optimalnya pemeriksaan terhadap objek dan subjek tanah dapat
menjadi faktor yang berkontribusi terhadap munculnya sengketa pertanahan. Dengan demikian,
pendaftaran tanah perlu dipahami tidak hanya sebagai proses administratif, tetapi sebagai
instrumen preventif yang kualitas pelaksanaannya berpengaruh terhadap kepastian hukum dan
perlindungan hak atas tanah.

Permasalahan tersebut dapat dilihat lebih lanjut melalui fenomena sertifikat ganda dan
tumpang tindih hak atas tanah. Sertifikat ganda menunjukkan adanya kondisi ketika satu bidang
tanah dapat dikaitkan dengan lebih dari satu dokumen hak yang memiliki objek atau lokasi yang
sama, sehingga menciptakan ketidakpastian mengenai pihak yang memiliki kedudukan hukum
yang lebih kuat. Penelitian mengenai status hukum sertifikat ganda menunjukkan bahwa kondisi
tersebut dapat muncul akibat ketidaksesuaian antara catatan fisik dan yuridis, penyimpangan
prosedur, maupun tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam proses pendaftaran tanah.
Permasalahan serupa juga ditemukan dalam penelitian mengenai sertifikat hak milik yang
tumpang tindih, yang menunjukkan bahwa ketidakakuratan pengumpulan, pemeriksaan,
pemetaan dan integrasi data fisik serta data yuridis dapat melemahkan tujuan pendaftaran tanah
dalam memberikan kepastian hukum. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa sengketa
pertanahan dapat berawal dari persoalan administratif yang kemudian berkembang menjadi
perselisihan mengenai keabsahan hak, penguasaan fisik, maupun legitimasi dokumen pertanahan.
Oleh karena itu, faktor penyebab sengketa perlu dikaji secara lebih sistematis dengan membedakan
antara faktor yuridis, administratif dan kondisi faktual penguasaan tanah.

Selain persoalan pendaftaran tanah, sengketa pertanahan juga dapat muncul karena adanya
perbedaan kepentingan antara individu, masyarakat, badan hukum dan pemerintah. Perselisihan
mengenai batas tanah, kepemilikan, penguasaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah dapat
berkembang menjadi konflik ketika para pihak memiliki dasar klaim yang berbeda atau ketika
terdapat ketidaksesuaian antara dokumen pertanahan dengan kondisi faktual. Penelitian
wicaksono, menunjukkan bahwa persoalan pertanahan memiliki hubungan erat dengan konflik
agraria dan bahwa ketidakjelasan maupun tumpang tindih regulasi dapat menjadi hambatan
dalam penyelesaian konflik (Wicaksono, 2026). Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa
perbedaan putusan pengadilan dapat memberikan implikasi terhadap penanganan konflik agraria,
sehingga kepastian hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi tetapi juga oleh
konsistensi penerapan hukum. Dengan demikian, faktor penyebab sengketa pertanahan tidak
dapat dipahami hanya sebagai perselisihan antara dua pemegang klaim, tetapi perlu dilihat dalam
konteks administrasi pertanahan, regulasi, pembuktian dan pelaksanaan kewenangan lembaga
yang menangani persoalan tersebut.

Kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian yang mampu memberikan kepastian hukum
menjadi semakin penting karena penyelesaian sengketa pertanahan memiliki karakteristik yang
berbeda dengan sengketa perdata pada umumnya. Penyelesaian sengketa dapat melibatkan
mekanisme administratif melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional, alternatif penyelesaian sengketa, maupun jalur peradilan sesuai dengan karakter dan
objek sengketa. Penelitian ma’sum dan sulistina, mengenai Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21
Tahun 2020 menunjukkan bahwa regulasi tersebut memiliki peran dalam memberikan kerangka
penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan serta berkaitan dengan upaya mewujudkan
kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa (Ma’shum & Sulistina, 2026). Pada sisi lain,
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penelitian hammar at el, menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria pada tanah
perkebunan memerlukan pendekatan yang tidak hanya memperhatikan aspek legal-formal, tetapi
juga dapat mempertimbangkan pendekatan restorative justice untuk menangani hubungan dan
kepentingan para pihak yang berkonflik (Hammar, Labobar, et al., 2026). Temuan tersebut
memperlihatkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan oleh adanya
mekanisme hukum, tetapi juga oleh kesesuaian mekanisme tersebut dengan karakter sengketa,
posisi para pihak dan permasalahan hukum yang mendasarinya.

Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan
antara pendaftaran tanah, kepastian hukum dan penyelesaian sengketa pertanahan. Kurniati dan
Mordekhai, menyoroti keterbatasan sistem pendaftaran tanah dalam memberikan jaminan
kepastian hukum dan keadilan secara optimal (Kurniati & Mordekhai, 2021), sedangkan
Kurniawan et al, menunjukkan bahwa kelemahan administrasi dalam pendaftaran tanah dapat
memunculkan sertifikat ganda dan ketidakpastian mengenai kepemilikan (Kurniawan et al.,
2022). Sementara itu, penelitian Khaerunnisa et al, memperluas perspektif penyelesaian konflik
dengan menunjukkan pentingnya pendekatan yang mempertimbangkan hubungan sosial dan
pemulihan dalam konflik agrarian (Khaerunnisa et al., 2024). Meskipun demikian, penelitian-
penelitian tersebut cenderung menempatkan pendaftaran tanah, sertifikat ganda, kepastian
hukum, atau mekanisme penyelesaian konflik sebagai fokus yang relatif terpisah. Belum banyak
kajian yang secara integratif menghubungkan fungsi pendaftaran tanah sebagai instrumen
kepastian hukum dengan faktor yuridis dan administratif penyebab sengketa serta mekanisme
penyelesaian sengketa dalam perspektif perlindungan hak atas tanah.

Celah penelitian tersebut menjadi penting karena keberadaan dokumen pertanahan dan
mekanisme penyelesaian sengketa tidak selalu secara otomatis menghasilkan kepastian hukum bagi
para pihak. Kepastian hukum harus dilihat sejak proses pembentukan dan pencatatan hak,
identifikasi objek tanah, pengelolaan data fisik dan yuridis, hingga mekanisme penyelesaian
apabila terjadi perselisihan. Dengan demikian, penelitian mengenai penyelesaian sengketa
pertanahan perlu melihat persoalan secara utuh dari tahap pendaftaran tanah sebagai instrumen
preventif hingga tahap penyelesaian sengketa sebagai instrumen korektif. Pendekatan tersebut juga
diperlukan untuk memahami apakah mekanisme yang tersedia mampu memberikan perlindungan
yang proporsional kepada pemegang hak dan para pihak yang memiliki kepentingan hukum
terhadap tanah. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya mempertanyakan bagaimana sengketa
diselesaikan, tetapi juga bagaimana mekanisme tersebut dapat memastikan bahwa hasil
penyelesaian memiliki dasar hukum yang jelas dan mampu memberikan perlindungan terhadap
hak yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki
relevansi akademik dalam menghubungkan aspek administrasi pertanahan, kepastian hukum,
faktor penyebab sengketa dan mekanisme penyelesaian dalam satu kerangka analisis.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan integratif yang
menghubungkan tiga rangkaian persoalan, yaitu pendaftaran tanah sebagai instrumen kepastian
hukum, faktor yuridis dan administratif sebagai penyebab sengketa, serta mekanisme penyelesaian
sengketa sebagai instrumen perlindungan hak atas tanah. Penelitian ini tidak hanya memandang
sertifikat sebagai produk akhir pendaftaran tanah, tetapi juga menganalisis bagaimana proses
administrasi dan kualitas data pertanahan dapat berhubungan dengan munculnya sengketa.
Selanjutnya, penelitian menghubungkan faktor penyebab tersebut dengan pilihan mekanisme
penyelesaian, baik melalui penanganan administratif pertanahan, alternatif penyelesaian sengketa,
maupun jalur litigasi. Kerangka tersebut memungkinkan penelitian melihat penyelesaian sengketa
tidak hanya dari hasil akhirnya, tetapi juga dari hubungan antara proses pendaftaran, kualitas
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administrasi, pembuktian hak dan mekanisme penyelesaian. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sistem hukum
pertanahan dapat diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan
perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian
sengketa pertanahan di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan hak atas
tanah. Secara khusus, penelitian ini menganalisis peran pendaftaran tanah dalam memberikan
kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah, mengidentifikasi faktor-
faktor yuridis dan administratif yang menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan, serta
menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat memberikan kepastian hukum dan
perlindungan terhadap hak para pihak. Tujuan tersebut penting untuk dicapai karena penyelesaian
sengketa pertanahan tidak hanya berkaitan dengan penghentian perselisihan, tetapi juga dengan
pemulihan kepastian mengenai status hak dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki dasar
hukum atas tanah. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum
agraria mengenai hubungan antara administrasi pertanahan, kepastian hukum dan penyelesaian
sengketa. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dalam
memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan yang lebih konsisten dengan prinsip
kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (stafute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan
pendekatan kasus (case approach) (Kristianto & Chariansyah, 2026). Penelitian yuridis normatif
dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian norma, asas dan ketentuan hukum mengenai
pendaftaran tanah, kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, serta penyelesaian sengketa
pertanahan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, PP Nomor 24 Tahun 1997 jo. PP Nomor 18 Tahun 2021,
Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, UU Nomor 30 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 62
Tahun 2023. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kepastian hukum,
perlindungan hukum, hak atas tanah dan sengketa pertanahan, sedangkan pendekatan kasus
digunakan untuk melihat penerapan norma dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Metode ini
dipilih dibandingkan penelitian empiris karena penelitian diarahkan untuk menganalisis hukum
positif dan konstruksi norma, bukan mengukur perilaku atau persepsi masyarakat secara langsung.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data
sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer
meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan dan penyelesaian
sengketa, sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian dan
pendapat ahli hukum. Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep
hukum melalui kamus hukum, KBBI dan sumber referensi pendukung lainnya. Pengumpulan
bahan hukum dilakukan melalui tahap inventarisasi, identifikasi dan klasifikasi berdasarkan
relevansinya dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dipilih karena sesuai dengan
karakter penelitian normatif yang menjadikan peraturan perundang-undangan, doktrin dan hasil
penelitian terdahulu sebagai sumber utama, bukan data hasil wawancara atau observasi lapangan.

Analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis
dan preskriptif. Bahan hukum yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tiga fokus penelitian,
yaitu peran pendaftaran tanah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak, faktor
penyebab sengketa pertanahan, serta mekanisme penyelesaiannya. Selanjutnya dilakukan
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interpretasi dan sinkronisasi terhadap berbagai ketentuan hukum, kemudian dikaitkan dengan
doktrin, penelitian terdahulu dan kasus yang relevan. Hasil analisis digunakan untuk
mengidentifikasi persoalan hukum dan membangun argumentasi mengenai mekanisme
penyelesaian sengketa pertanahan yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus
perlindungan terhadap hak atas tanah. Analisis yuridis kualitatif dipilih karena data penelitian
berupa norma, konsep, doktrin dan putusan yang lebih tepat dianalisis secara sistematis daripada
menggunakan analisis statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL

A. Pendaftaran Tanah dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan terhadap

Pemegang Hak Atas Tanah

Pendaftaran tanah merupakan salah satu instrumen penting dalam memberikan kepastian
hukum dan perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah. Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa
pendaftaran tanah diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum di bidang
pertanahan. Pendaftaran tersebut meliputi pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, pendaftaran
hak atas tanah dan peralihannya, serta pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat (Indonesia, 1960).

Dalam pelaksanaannya, pendaftaran tanah diatur lebih lanjut melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah disesuaikan
dengan perkembangan regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Pendaftaran
tanah menghasilkan data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah. Data fisik berkaitan dengan
letak, batas, luas dan kondisi bidang tanah, sedangkan data yuridis berkaitan dengan status hukum,
pemegang hak, serta beban atau hubungan hukum yang melekat pada tanah. Dengan demikian,
pendaftaran tanah tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif, tetapi juga menjadi dasar
pembuktian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah (PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS
TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN DAN PENDAFTARAN TANAH, 2021).

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia
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Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan hasil kajian

Sertifikat hak atas tanah mempunyai kedudukan penting sebagai alat bukti hak. Namun,
keberadaan sertifikat tidak dapat dimaknai sebagai jaminan yang bersifat mutlak tanpa
kemungkinan adanya pemeriksaan terhadap data dan proses penerbitannya. Utami dan cahyono,
menjelaskan bahwa sistem pendaftaran tanah Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang
mempunyai kecenderungan positif. Dalam sistem tersebut, sertifikat merupakan alat bukti yang
kuat, tetapi masih dimungkinkan adanya pembuktian sebaliknya apabila terdapat bukti hukum
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yang dapat menggugurkan atau mempersoalkan hak yang tercantum di dalam sertifikat (Utami &
Cahyono, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pendaftaran tanah harus
dilihat dari tiga aspek, yaitu kepastian mengenai subjek hak, objek tanah dan hubungan hukum
antara subjek dengan objek. Kepastian subjek berkaitan dengan siapa yang berhak atas tanah,
kepastian objek berkaitan dengan letak, batas dan luas tanah, sedangkan kepastian hubungan
hukum berkaitan dengan jenis serta dasar perolehan hak. Apabila salah satu unsur tersebut tidak
tercatat secara akurat, potensi terjadinya sengketa tetap dapat muncul meskipun suatu bidang
tanah telah memiliki sertifikat (Sinaga et al., 2026). Permasalahan tersebut dapat terlihat dalam
kasus sertifikat ganda atau tumpang tindih. Mubarok dan Nurlela menemukan bahwa kelemahan
administrasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik dapat menimbulkan sertifikat ganda
(Mubarok & Nurlaela, 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya
ditentukan oleh keberadaan sertifikat, tetapi juga oleh ketepatan proses administrasi, pemeriksaan
data, pengukuran, serta pemutakhiran informasi pertanahan.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada dasarnya memberikan
kontribusi terhadap percepatan pendaftaran bidang tanah dan peningkatan cakupan data
pertanahan. Namun, peningkatan jumlah bidang tanah yang terdaftar tetap harus diikuti dengan
peningkatan kualitas verifikasi data fisik dan yuridis. Dengan demikian, percepatan pendaftaran
tidak hanya diarahkan pada kuantitas bidang tanah yang bersertifikat, tetapi juga pada kualitas
data yang menjadi dasar penerbitan sertifikat sehingga dapat memperkuat kepastian hukum bagi
masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan penelitian
terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pendaftaran tanah merupakan instrumen utama dalam
memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah. Namun,
kepastian hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh akurasi data, ketepatan prosedur pendaftaran,
serta konsistensi pemeliharaan data pertanahan. Dengan demikian, sertifikat perlu ditempatkan
sebagai bagian dari sistem administrasi pertanahan yang harus didukung oleh data fisik dan yuridis
yang akurat.

B. Faktor Utama yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Pertanahan di Indonesia

Hasil kajian menunjukkan bahwa sengketa pertanahan di Indonesia dapat disebabkan oleh
berbagai faktor yang berkaitan dengan aspek administratif, yuridis dan regulasi. Salah satu faktor
yang paling menonjol adalah ketidaksesuaian atau ketidakakuratan data fisik dan data yuridis
dalam proses pendaftaran tanah. Permasalahan tersebut dapat berupa ketidakjelasan batas bidang
tanah, ketidaksesuaian luas, kesalahan pemetaan, maupun ketidakjelasan mengenai dasar dan
riwayat perolehan hak.

Kesalahan dalam administrasi pertanahan dapat menimbulkan persoalan berupa
penerbitan sertifikat ganda atau tumpang tindih. Penelitian menunjukkan bahwa kelemahan
administrasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik dapat menjadi salah satu faktor yang
menyebabkan munculnya sertifikat ganda. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa ketelitian
dalam pencatatan dan pemeriksaan data merupakan bagian penting dalam mewujudkan kepastian
hukum atas tanah (Nurhayati & Suardi, 2026).

Selain faktor administratif, ketidakjelasan mengenai riwayat dan dasar perolehan hak juga
dapat menimbulkan sengketa. Dalam praktik pertanahan, suatu bidang tanah dapat mengalami
beberapa kali peralihan hak, baik melalui jual beli, pewarisan, hibah, maupun bentuk peralihan
lainnya. Apabila setiap peralihan tersebut tidak tercatat atau tidak didukung dengan dokumen yang
memadai, maka dapat terjadi perbedaan klaim mengenai pihak yang mempunyai hak atas tanah.
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Faktor lain yang dapat memperumit penyelesaian sengketa adalah ketidakjelasan, tumpang
tindih, atau konflik antarperaturan. Salah satu peneliti menunjukkan bahwa peraturan yang tidak
jelas, tumpang tindih, atau saling bertentangan dapat menjadi hambatan dalam penanganan
konflik agraria. Selain itu, perbedaan putusan pengadilan juga dapat memberikan dampak
terhadap proses penyelesaian konflik agraria sehingga diperlukan konsistensi dan harmonisasi
dalam penerapan hukum pertanahan (Oktavia & Rahayu, 2025).

Dengan demikian, faktor penyebab sengketa pertanahan tidak dapat dipandang hanya
sebagai persoalan kepemilikan tanah antara individu dengan individu lainnya. Sengketa juga dapat
berkaitan dengan kualitas administrasi pertanahan, ketidakakuratan data, ketidakjelasan riwayat
hak, serta permasalahan regulasi. Oleh karena itu, pencegahan sengketa membutuhkan sistem
administrasi pertanahan yang akurat, transparan, terintegrasi dan dilakukan melalui pemeriksaan
data secara cermat.

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan
melalui mekanisme administratif, penyelesaian di luar pengadilan, maupun penyelesaian melalui
lembaga peradilan. Dalam konteks administrasi pertanahan, penanganan dan penyelesaian kasus
pertanahan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Peraturan tersebut menjadi salah satu dasar bagi Kementerian ATR/BPN dalam menangani kasus
pertanahan dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak (PERATURAN MENTERI
AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN,
2020).

Penyelesaian sengketa melalui mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk
mencari kesepakatan dengan memperhatikan kepentingan masing-masing. Mekanisme tersebut
dapat digunakan ketika para pihak masih memiliki kemungkinan untuk mencapai penyelesaian
secara damai. Dalam penelitian purwanda et al, menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa
pertanahan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 dapat dilakukan melalui
mekanisme yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, penyelesaian di luar pengadilan, maupun
melalui pengadilan sesuai dengan karakteristik kasus yang dihadapi (Purwanda et al., 2026).

Di samping mekanisme yang dilakukan melalui instansi pertanahan, penyelesaian sengketa
perdata juga dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 mengakui alternatif penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para
pihak, antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Mekanisme tersebut
memberikan ruang kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus langsung
menempuh proses litigasi.

Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif atau nonlitigasi,
penyelesaian melalui pengadilan dapat menjadi pilihan sesuai dengan karakter permasalahan dan
kompetensi absolut lembaga peradilan. Dalam sengketa yang berkaitan dengan keputusan atau
tindakan administrasi pemerintahan, aspek hukum administrasi menjadi penting untuk diperiksa,
sedangkan sengketa mengenai hak keperdataan dan kepemilikan dapat berkaitan dengan
kewenangan peradilan umum. Oleh karena itu, penentuan forum penyelesaian harus
memperhatikan objek dan dasar hukum sengketa.

Dalam kasus sertifikat yang tumpang tindih, pemeriksaan tidak hanya berkaitan dengan
sertifikat yang lebih dahulu atau lebih baru, tetapi juga perlu melihat proses penerbitan, dasar
perolehan hak, data fisik dan yuridis, serta bukti-bukti yang dimiliki para pihak. Dengan demikian,
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penyelesaian sengketa harus dilakukan berdasarkan pemeriksaan menyeluruh terhadap dasar
hukum dan fakta yang relevan.

Tabel 1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Mekanisme |[Fokus [Tujuan |
. . Pemeriksaan data dan||Memperbaiki/menetapkan
Administratif . .
dokumen pertanahan status administrasi
‘Mediasi HPerundingan para pihak HMencapai kesepakatan ‘
Alternatif
penyelesaian Penyelesaian non-litigasi |[Penyelesaian yang fleksibel
sengketa
e Pemeriksaan melalui
Litigasi . Memperoleh putusan hukum
pengadilan
Pembatalan Sertifikat yang  cacat . .
sertifikat hukum/administrasi Memulihkan kepastian hukum

Observasi terhadap peraturan dan literatur menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian
sengketa pertanahan sebaiknya dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan karakter
sengketa. Pemeriksaan administratif diperlukan untuk mengetahui kebenaran data, mediasi dapat
digunakan apabila para pihak masih memiliki ruang untuk mencapai kesepakatan, sedangkan
litigasi diperlukan ketika sengketa membutuhkan penentuan hak atau keabsahan tindakan hukum
melalui putusan pengadilan.

PEMBAHASAN

A. Pendaftaran Tanah sebagai Bentuk Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah mempunyai hubungan yang erat
dengan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Pendaftaran tanah tidak hanya
menghasilkan sertifikat sebagai bukti hak, tetapi juga membangun sistem informasi mengenai
subjek, objek dan hubungan hukum atas tanah. Oleh karena itu, kualitas pendaftaran tanah sangat
menentukan kualitas perlindungan hukum yang diterima oleh pemegang hak.

Temuan tersebut sejalan dengan Kurniati dan Mordekhai, yang menjelaskan bahwa
pendaftaran tanah merupakan instrumen negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap
hak atas tanah. Namun, sistem publikasi negatif dengan kecenderungan positif yang diterapkan di
Indonesia belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum secara absolut karena masih terdapat
kemungkinan munculnya sengketa dan tumpang tindih hak (Kurniati & Mordekhai, 2021).

Dalam konteks tersebut, sertifikat harus dipahami sebagai alat bukti yang kuat, bukan
sebagai satu-satunya unsur yang menentukan kebenaran hukum atas suatu bidang tanah.
Keabsahan sertifikat juga berkaitan dengan proses penerbitannya serta kesesuaian data fisik dan
data yuridis yang menjadi dasar penerbitan. Pemahaman tersebut penting karena sengketa dapat
terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan keadaan atau bukti hukum
yang sebenarnya.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah seharusnya
dimulai sejak tahap pengumpulan data, pengukuran, pemeriksaan riwayat tanah, pembukuan hak,
penerbitan sertifikat, hingga pemeliharaan dan pembaruan data. Pendekatan tersebut diperlukan
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agar pendaftaran tanah tidak berhenti pada kegiatan penerbitan sertifikat, tetapi menjadi suatu
sistem administrasi hukum yang mampu mencegah timbulnya sengketa.

B. Administrasi Pertanahan sebagai Faktor Penting Penyebab Sengketa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas administrasi pertanahan memiliki peranan
penting dalam mencegah munculnya sengketa. Data pertanahan yang tidak akurat dapat
menyebabkan ketidakjelasan mengenai batas, luas, maupun status suatu bidang tanah. Apabila
kondisi tersebut tidak segera dikoreksi, perbedaan data dapat berkembang menjadi perselisihan
antar pemegang hak.

Hal tersebut diperkuat oleh penelitian mubarok dan nurlaela, yang menemukan adanya
hubungan antara kelemahan administrasi pendaftaran tanah secara sporadik dengan munculnya
sertifikat ganda. Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses administrasi tidak dapat dipisahkan
dari upaya menciptakan kepastian hukum. Pemeriksaan data yang tidak memadai dapat
menghasilkan dokumen pertanahan yang secara administratif sah pada saat diterbitkan, tetapi
kemudian dipersoalkan karena terdapat klaim atau data lain yang bertentangan (Mubarok &
Nurlaela, 2025).

Permasalahan administrasi juga dapat berhubungan dengan ketidakharmonisan regulasi.
Peraturan yang tidak jelas, tumpang tindih, atau bertentangan dapat menghambat penyelesaian
konflik agraria. Oleh karena itu, peningkatan kualitas administrasi pertanahan perlu berjalan
bersamaan dengan harmonisasi regulasi agar terdapat dasar hukum yang jelas bagi aparat
pertanahan maupun masyarakat (Almanso, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, strategi pencegahan sengketa perlu dilakukan secara
preventif melalui peningkatan kualitas pengukuran, pemetaan, verifikasi data yuridis, pencatatan
riwayat hak dan pemeliharaan data. Strategi tersebut perlu dilengkapi dengan mekanisme koreksi
dan penyelesaian ketika sengketa telah terjadi. Dengan demikian, administrasi pertanahan
berfungsi tidak hanya sebagai kegiatan pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan
sengketa.

C. Penyelesaian Sengketa antara Kepastian Hukum dan Keadilan

Penyelesaian sengketa pertanahan pada dasarnya harus mempertemukan dua kepentingan,
yaitu kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak para pihak. Kepastian hukum diperlukan
agar terdapat kejelasan mengenai status dan hubungan hukum atas tanah, sedangkan
perlindungan hak diperlukan agar penyelesaian tidak mengabaikan kepentingan pihak yang
mempunyai dasar hukum yang sah.

Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 memberikan kerangka penanganan dan
penyelesaian kasus pertanahan dalam lingkup Kementerian ATR/BPN. Penelitian sulfian,
menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian kasus pertanahan dapat melibatkan penyelesaian
melalui instansi pertanahan, penyelesaian di luar pengadilan, maupun melalui pengadilan. Hal
tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan tidak menggunakan satu
mekanisme tunggal, tetapi disesuaikan dengan karakteristik dan objek sengketanya (Sulfian,
2025).

Mediasi menjadi salah satu mekanisme yang memberikan ruang kepada para pihak untuk
berpartisipasi secara langsung dalam mencari penyelesaian. Dalam konteks alternatif penyelesaian
sengketa, UU No. 30 Tahun 1999 memberikan dasar bagi penyelesaian sengketa perdata melalui
prosedur yang disepakati para pihak, termasuk negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.
Dengan demikian, penyelesaian nonlitigasi dapat menjadi sarana untuk mengurangi eskalasi
konflik ketika para pihak masih memungkinkan untuk mencapai kesepakatan.
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Namun demikian, mediasi tidak selalu dapat menyelesaikan seluruh sengketa pertanahan.
Ketika para pihak tidak mencapai kesepakatan atau terdapat persoalan hukum yang membutuhkan
penentuan hak secara definitif, penyelesaian melalui pengadilan dapat diperlukan. Dalam kondisi
tersebut, pemeriksaan terhadap dasar penerbitan hak, bukti kepemilikan, data fisik dan yuridis,
serta tindakan administrasi yang dilakukan menjadi penting untuk menentukan penyelesaian
berdasarkan hukum.

Selain pendekatan penyelesaian formal, perkembangan kajian agraria juga menunjukkan
adanya kebutuhan untuk memperhatikan aspek pemulihan hubungan dan kepentingan para
pihak. Almanso, membahas penggunaan pendekatan restorative justice dalam konflik agraria di
kawasan perkebunan dengan memperhatikan persoalan penguasaan tanah dan kepentingan
masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria dapat
mempertimbangkan tidak hanya aspek legal-formal, tetapi juga kondisi sosial dan kepentingan
pihak-pihak yang terlibat (Almanso, 2025).

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan idealnya dilakukan secara
bertahap dan proporsional. Pemeriksaan administratif dapat dilakukan untuk mengidentifikasi
persoalan data dan prosedur, mediasi dapat ditempuh apabila masih terdapat ruang kesepakatan,
sedangkan proses peradilan dapat digunakan apabila sengketa membutuhkan penentuan hukum
yang lebih definitif. Setiap mekanisme tetap harus didasarkan pada bukti, peraturan perundang-
undangan, serta penghormatan terhadap hak para pihak.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa kepastian hukum dalam
bidang pertanahan merupakan proses yang saling berkaitan antara pendaftaran tanah, kualitas
administrasi, perlindungan hak dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pendaftaran tanah
memberikan dasar kepastian mengenai subjek, objek dan hubungan hukum, tetapi efektivitasnya
tetap bergantung pada akurasi data dan proses administrasi yang dilakukan (Khaerunnisa et al.,
2024; Utami & Cahyono, 2024).

Ketika terjadi kelemahan dalam administrasi, seperti ketidakakuratan data fisik dan yuridis,
potensi munculnya sertifikat ganda atau tumpang tindih dapat meningkat. Salah satu temuan
memperlihatkan bahwa persoalan administrasi pendaftaran tanah dapat berimplikasi terhadap
munculnya sertifikat ganda. Oleh karena itu, pencegahan sengketa harus menjadi bagian integral
dari sistem pendaftaran tanah, bukan hanya dilakukan setelah sengketa terjadi (Kurniawan et al.,
2022).

Apabila sengketa telah terjadi, penyelesaian perlu dilakukan berdasarkan karakteristik
objek sengketa. Mekanisme administratif melalui Kementerian ATR/BPN, penyelesaian alternatif
seperti mediasi, serta proses peradilan merupakan instrumen yang dapat digunakan sesuai dengan
dasar dan jenis sengketa. Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 memberikan kerangka penanganan
kasus pertanahan, sedangkan UU No. 30 Tahun 1999 memberikan dasar bagi alternatif
penyelesaian sengketa di luar pengadilan (PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN, 2020).

Dengan demikian, kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah tidak cukup
diwujudkan hanya melalui penerbitan sertifikat. Keduanya memerlukan administrasi pertanahan
yang akurat, regulasi yang harmonis, proses pendaftaran yang transparan, serta mekanisme
penyelesaian sengketa yang mampu memberikan ruang bagi pembuktian dan perlindungan
terhadap hak para pihak. Keseluruhan aspek tersebut harus ditempatkan sebagai satu kesatuan
dalam sistem pertanahan nasional.

KESIMPULAN
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Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia menunjukkan
bahwa kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah tidak cukup hanya diwujudkan melalui
penerbitan sertifikat, tetapi harus dibangun melalui pendaftaran tanah yang akurat, tertib dan
berkelanjutan. Akurasi data fisik dan yuridis menjadi kunci karena ketidaksesuaian data,
kelemahan administrasi, ketidakjelasan riwayat hak, serta tumpang tindih regulasi dapat memicu
sengketa pertanahan. Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa pendaftaran tanah harus
dipandang sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat preventif, sedangkan ketika
sengketa terjadi, penyelesaiannya perlu disesuaikan dengan karakter permasalahan melalui
mekanisme administratif, mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa dan litigasi. Dengan
demikian, pelajaran utama yang dapat diambil adalah bahwa kepastian hukum pertanahan
merupakan suatu proses yang berkesinambungan, yang menuntut keterpaduan antara kualitas
administrasi pertanahan, kepastian regulasi, pembuktian hukum dan perlindungan terhadap hak
para pihak.

Penelitian ini memiliki kekuatan pada pendekatan yuridis normatif yang mengintegrasikan
analisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum dan penelitian terdahulu untuk melihat
hubungan antara pendaftaran tanah, penyebab sengketa dan mekanisme penyelesaiannya secara
komprehensif. Kontribusi penelitian terletak pada penguatan perspektif bahwa penyelesaian
sengketa pertanahan tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian konflik setelah sengketa
terjadi, tetapi juga harus menekankan aspek pencegahan melalui pembenahan administrasi dan
peningkatan kualitas pendaftaran tanah. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan
karena berfokus pada pendekatan normatif dan bahan hukum sekunder sehingga belum
menggambarkan secara empiris pengalaman masyarakat, aparat pertanahan, maupun para pihak
yang terlibat langsung dalam sengketa, serta belum membedakan karakteristik berdasarkan
wilayah, usia, gender, kondisi sosial-ekonomi, atau variasi jenis sengketa. Oleh karena itu,
penelitian selanjutnya diperlukan melalui pendekatan empiris, studi kasus, atau survei dengan
cakupan wilayah dan karakteristik responden yang lebih beragam agar diperoleh gambaran yang
lebih komprehensif serta dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pertanahan yang lebih
tepat sasaran.
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